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ABSTRAK 

Dewi Utari Yulyanti Putri. 201310115084. Skripsi. Pencabutan Hak 

Berpolitik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan 

No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI). xviii. cii. 2017. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pencabutan Hak Berpolitik. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana 

tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik 

kasus Patrice Rio Capella dengan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) serta mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan 

publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan No. 

13/PID/TPK/2016/PT.DKI). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat & Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan menggunakan Metode 

Yuridis Normatif yaitu dengan cara memperoleh data dan informasi dari hasil 

wawancara, kajian kepustakaan berupa buku-buku, dokumen yang 

berhubungan dengan perkara seperti surat dakwaan, putusan hakim, serta 

peraturan perundang-undangan. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini 

yaitu: 

 

 Penerapan Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik 

yang dimuat dalam Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI yang dijatuhkan 

kepada terdakwa Patrice Rio Capella adalah kurang tepat, karena tidak sesuai 

dengan pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PUUVII/2009. Pada pasal tersebut 

menegaskan bahwa lamanya pencabutan hak pada pidana penjara atau 

kurungan yakni minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun lebih lama 

dari pidana pokoknya. Sedangkan dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak 

menentukan lamanya pencabutan hak kepada terdakwa. 

 

Parameter Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan 

berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang 

dijatuhkan kepada terdakwa Patrice Rio Capella lebih kepada pemberian efek 

jera bagi pelaku korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin 

berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. 

 

Pembimbing: 

1. Lukman Hakim SH., MH., 

 2.Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH., 
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ABSTRACT 

Dewi Utari Yulyanti Putri. 201310115084. Essay. Revocation of the 

Political Rights for Convicted Criminal Corruption Cases (Study Case No. 

13/PID/TPK/2016/PT.DKI). xviii. cii. 2017. 

 

Keywords: Criminal Acts of Corruption, Revocation of the Political Rights. 

 

This study is to purpose the suitability of additional criminal penalties in 

the form of revocation of the right to vote and to be elected to the public office 

of Patrice Rio Capella case with Article 38 of the Criminal Code (KUHP) and 

to know the Judges' Consideration in imposing additional criminal sanctions in 

the form of revocation of the right to vote and to be elected Public for the 

convicted corruption (Study Case No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI). The 

research was conducted at the Central Jakarta District Court and the High 

Court of Jakarta, and using the Normative Juridical Method that’s by 

obtaining data and information from interviews, literature review books, 

documents relating to the case such as indictment, judge verdict, and 

legislation. The findings obtained in this study are: 

 

 Implementation of the revocation of the right to vote and to be elected to 

the public office contained in the Judges’ Decision No. 13/PID/TPK/2016 

/PT.DKI handed down to defendant Patrice Rio Capella is inappropriate, 

because it’s incompatible with Article 38 of the Criminal Code as well as the 

Constitutional Court Decision (MK) No. 4/PUUVII/2009. The article confirms 

that the duration of the revocation of the right to imprisonment or 

imprisonment of at least 2 (two) years and a maximum of 5 (five) years longer 

than the principal penalty. Whereas in the a quo case, the Panel of Judges 

didn’t specify the length of the revocation of the rights of the defendant. 

 

The Parameter of Judges in issuing a decision in the form of additional 

crime in the form of revocation of the right to vote and elected in public office 

to Patrice Rio Capella defendant more to give deterrent effect for perpetrators 

of corruption and also as prevention effort to decrease corruption case that 

happened in Indonesia. 

 

 

Under the guidance of:  

      1. Lukman Hakim SH., MH.,  

2. Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH 
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memperkenalkan penulis dengan cinta, sehingga penulis mampu menyusun dan 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pencabutan Hak Berpolitik Bagi 

Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 
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mendapatkan petunjuk dan arahan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu 

dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima 
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MOTTO 

“If your dreams alive, then one day it will come true. So let’s not procastinate. 

Dream. Believe. And Make it happen.” 

  

“Kebahagiaan dari setiap Negara lebih bergantung pada watak penduduknya 

daripada watak pemerintahannya.” – Thomas Candler Haliburton (1632-1704). 

 

------Corgito Ergo Sum------ 

Aku Berpikir Maka Aku Ada. 
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